
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto
Jakarta Pusat 10270, Kotak Pos : 100 JKWB

Telp. : 5730236,5730248, Faksimile : 5733336

Yth.
1. Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang MJmbidangi Ke'hutanan;
3. Kepala Balai pemantauan pemanfaatan Hutan Froduksi.
di SELURUH INDONESIA

SUMT EDAMN
Nomor : SE. t/ tlKpHU _ I / AoY

tentang

HARGA PATOKAN
PERIODE 01 JANUARI2OL4 s.d. 30 JUNI 2014

(SEMESTER r TAHUN 2OL4)

Memperhatikan:
a' Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 199g tanggal 05 Mei lgg8 jo. peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif-itas Jenis penerimaan NegaraBukan Pajak yang.Berlaku pada Departemen Kehutanan dan perkebunan;
b. Peraturan Menteri perdagangan Nomor z2/M-DAG/pEN4/20r2 tanggar 24 April2012 tentang perubahan Atas peraturan Menteri perdagangan Nomor t\r+_DAG/PER/3120t2.
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1' Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 5g Tahun lggg sebagai dasarKementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga patokan psDH, dan mengrngatbelum ada penetapan Harga Patokan PSDH semester I Tahun 2014 (L:Januari2014 s'd' 30 Juni 2074), dengan ini masa berlaku Harga patokan sebagaimanadiatur pada peraturan Men[eri perdasangan rv"r*i"n7la'_iinciiiil4/zotz

tanggal 24 Aprir 2012 diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru;2. Besarnya kewajiban pSDH dihifung berdasarka,irrr'

Tari fxHPxVolume

3. Penjelasan:
a. Tarif

Ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 199g jo.Nomor 74 Tahun 1999.

b. Harga Patokan ...
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Tembusan:
1. Menteri Kehutanan;

b. Harga Patokan
Untuk hasil hutan yang disahkan LHP-nya dari tanggal 01 Januari 2014 s.d. 30 Juni
2014 menggunakan Harga Patokan sebagaimana lampiran II peraturan Menteri
Perdagangan Nomor zzlM-DAG/pERl4/20r2 tanggal 24 April z}tz.

c. Volume
Volume atau berat hasil hutan yang diperhitungkan kewajibannya.

4. Sehubungan dengan perpanjangan masa berlakunya Peraturan Menteri perdagangan
terkait Harga Patokan ini, diminta agar Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memOiOangi
Kehutanan melakukan penghitungan ulang (suplisi/tambahan atau pu;
restitusi/kompensasi) kewajiban PSDH-nya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan
pembayaran.

Demikian disampaikan untuk diraksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal :  7 Januar i2014

A.n. Direktur Jenderal,

rdhani, M.Sc.
198501 2 001

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (ApHI);
6. Ketua Indonesian sawn Timber and woodworking Association (ISWA);
7. Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (ApKI)t
B. Ketua Asosiasi Mebel dan Rotan Indonesia (ASMINDO);
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI).

Direktur Bina Iuran Kehutanan danr,w


